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BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN NGANJUK
BUPATI NGANJUK,

bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan
optimalisasi pencapaian target penerimaan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di
Kabupaten Nganjuk;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 19435;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah lstimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6845);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322},
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 35);



Menetapkan

13.

14.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor 1);
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kabupaten
Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2020 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun
2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kabupaten
Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2023 Nomor 5);

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi
Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi
Perijinan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2024 Nomor 01);

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024
Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
D1 KABUPATEN NGANJUK.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor
13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di
Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2020 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Di Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 5), diubah sebagai
berikut:

- Ketentuan Pasal 5A ayat (1) huruf h diubah, ditambah
huruf i dan huruf j, ayat (2) huruf h diubah, ditambah 2
(dua) huruf, yaitu huruf h.1 dan huruf h.2, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) Ketentuan pembayaran insentif Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai
15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif
diberikan pada awal triwulan II;

b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang
dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak
diberikan pada awal triwulan II;

c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai
40% (empat puluh perseratus) atau lebih,
Insentif diberikan pada awal triwulan III dan
ditambah untuk insentif triwulan I yang belum
dibayarkan;

d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang
dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif
tidak diberikan pada awal triwulan III;

e. apabila pada akhir triwulan III realisasi
mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus)
atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan
IV dan ditambah untuk insentif triwulan yang
belum dibayarkan;

f. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang
dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif
tidak diberikan pada awal tribulan IV;
apabila pada akhir triwulan IV realisasi
mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih,
Insentif diberikan pada akhir triwulan IV dan
ditambah untuk insentif triwulan yang belum
dibayarkan;

0a



h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang
dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari
90% (sembilan puluh perseratus), Insentif hanya
diberikan untuk triwulan sebelumnya yang
belum dibayarkan;

i.  Apabila pada akhir triwulan IV realisasi 75%-
85% (tujuh puluh lima perseratus sampai
dengan delapan puluh lima perseratus) dari
target, insentif diberikan untuk triwulan IV
sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari
capaian target triwulan IV; dan

j. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi 85%-
95% (delapan puluh lima perseratus sampai
dengan sembilan puluh lima perseratus) dari
target, insentif diberikan untuk triwulan IV
sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari
capaian target triwulan IV.

(2) Ketentuan pembayaran Insentif PBB-P2 ditetapkan
sebagai berikut:

a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai
5% (lima perseratus) atau lebih, Insentif
diberikan pada awal triwulan II;

b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang
dari 5% (lima perseratus), Insentif tidak
diberikan pada awal triwulan II;

c. apabila pada akhir triwulan Il realisasi mencapai
18% (delapan belas perseratus) atau lebih,
Insentit diberikan pada awal triwulan Il dan
ditambah untuk insentif triwulan I yang belum
dibayarkan;

d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang
dari 18% (delapan belas perseratus), Insentif
tidak diberikan pada awal triwulan III;

e. apabila pada akhir triwulan III realisasi
mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus)
atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan
IV dan ditambah untuk insentif triwulan yang
belum dibayarkan;

f.  apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang
dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif
tidak diberikan pada awal tribulan IV;

g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi
mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih,
Insentif diberikan pada akhir triwulan IV dan
ditambah untuk insentif triwulan yang belum
dibayarkan;

h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang
dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari
75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif
diberikan untuk triwulan [II dan triwulan
sebelumnya yang belum dibayarkan;



h.1.

Apabila pada akhir triwulan IV realisasi 75%-
85% (tujuh puluh lima perseratus sampai
dengan delapan puluh lima perseratus) dari
target, insentif diberikan untuk triwulan IV
sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari
capaian target triwulan IV,

h.2. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi 85%-

95% (delapan puluh lima perseratus sampai
dengan sembilan puluh lima perseratus) dari
target, insentif diberikan untuk triwulan IV
sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari
capaian target triwulan IV; dan

khusus PBB-P2 bagian Desa, apabila dalam
setiap triwulan target Desa mencapai 100%
(seratus perseratus) Insentif dapat dibayarkan.

Pasal 1II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Nganjuk.

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 7 November 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.
Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN

SUTRISNO, S.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 November 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,
ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

ANJUK TAHUN 2024 NOMOR 30

sesNai dengan aslinya
IAN HUKUM

., M.Si.

Pembina Tingkdt I
NIP. 19680301 199202 1 001



